
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA TOMOHON 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 

NOMOR 1 O TAHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TOMOHON, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Tomohon tentang Analisis Standar

Belanja Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota

Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 IL



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 6398); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

7. Peraturan Daerah Kota Torno hon Nomor 11 Tahun 2012

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2012 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kata Tomohon Nomor 11)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata

Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 11 Tahun 2012

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 2015 Nomor 31); t
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MEMUTUSK.AN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tomohon;

2. Walikota adalah Walikota Tomohon;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom;

4. Perangkat Daerah Kota Tomohon selanjutnya disingkat PD

adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahun Anggaran

2020 Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

6. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB

merupakan salah satu komponen yang harus

dikembangkan sebagai dasar untuk menganalisis anggaran

belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan

untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan

kewajaran biaya di unit kerja dalam satu tahun anggaran yang

akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Tomohon.

7. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari

suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun

gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaranll
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tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja 

dalam suatu wilayah. 

8. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

atau masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah

dalam mencapai sasaran dan tujuan dan dalam rangka

memperoleh alokasi anggaran.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari

pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk

peralatan atau kombinasi dari semua input untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan

Jasa.

10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

11. Satuan keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk

mengukur pencapa1an output, seperti meter persegi

bangunan, Kilo meter jalan, unit barang, siswa yang lulus

pendidikan, keluarga pra sejahtera.

Pasal 2 

ASB adalah standar atau pedoman yang dipergunakan dalam 

menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya yang 

dialokasikan ke setiap program atau kegiatan dan aspek­

aspeknya yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. t(, 
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Pasal 3 

Pertimbangan yang dipergunakan dalam menyusun ASB yaitu 

pemulihan biaya (cost recovery), keputusan-keputusan pada 

tingkat penyediaan jasa, keputusan-keputusan berdasarkan 

benefit/ cost, keputusan-keputusan investasi. 

Pasal 4 

Analisis Standar Belanja mendorong penetapan biaya dan 

pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja 

menjadi lebih logis serta mendorong dicapainya efisiensi secara 

terus menerus. 

Pasal 5 

Penilaian kewajaran dalam Analisis Standar Belanja 

adalah penilaian kewajaran beban kerja dan penilaian 

kewajaran biaya. 

Pasal 6 

Pendekatan penyusunan Analisis Standar Belanja yaitu 

aktivitas berbasis biaya (activity based costing) , regresi 

sederhana (ordinary least square) dan metode diskusi kelompok 

(focused group discussion). 

Pasal 7 

Penyajian ASB Dan Tata Cara Penerapan ASB sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini.U., 
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Pasal 9 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tomohon.lt 

Paraf Koordinasi 

Wakil Walikota Tomohon 

Sekretaris Daerah 

Asisten Adm. Umum 

Inspektur Kota 

Kabag HUKUM 

Kepala BPKPD 

Diundangkan di Tomohon 

pada tanggal 17 Maret 2020 

SEKRETARIS 

Ditetapkan di Tomohon 
pada tanggal 16 Maret 2020 

A TOMOHON, 

FEIDIE EMAN 

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR 10 
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LAMPIRAN I PERATURAN 

WALIKOTA TOMOHON 

NOMOR 1 O T AHUN 2020 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

PENYAJIAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN TATA CARA 

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 

A. PENY AJIAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

1. Definisi Operasional Format Analisis Standar Belanja (ASB)

Hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) 

1m perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasionalkan 

penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu 

a. Pengendali Biaya (Cost Driver)

Pengendali biaya menjelaskan faktor apa yang mem1cu

biaya/belanja dari suatu aktivitas.

b. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

Menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu kegiatan tanpa

dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

c. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)

perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang

dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

d. Formula Perhitungan Belanja Total

Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari

suatu aktivitas. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed

cost dan variabel cost.

2. Pendekatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) menggunakan tiga 

pendekatan utama, yaitu: 

a. Pendekatan Activity Based Costing (ABC)

Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik

untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu

aktivitas (the cost and perfomance of activities) serta teknis

mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing­

masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu

aktivitas.M,
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 

NOMOR 10 

TENTANG 

TAHUN 2020 

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA 

TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021 

ANALISIS STANDAR BIAYA AKTIVITAS KOMPONEN RINCI 

Kelompok 

Sub Kelompok 

Sub Sub Kelompok 

Aktivitas 

Komponen Belanja 

Bel anja A lat Tulis Kantor 

Bal lpoint Pilot - Fix 

Kertas HVS F4 70 gram - FLx 

Map Diamond - Fix 

Tinta Refil Hitam - Fix 

Tinta Refil Data Print Wama 

(Kuning, Merah, Biru) - Fix 

Makanan Dan Minuman Rapat 

Panitia 

Prasmanan Makan - FLX 

Pesena 

Prasmanan Makan · Dependent 

Belanja Cetak 

-

Cetak Baliho/Spanduk 1 x l Meter 

- Fix 

Penggandaan 

F otocopy A4 / F4 - Fix 

Uang Peserta 

Pesena 

Uang Transport Peserta Kegiatan 

di Kelurahan - Dependent 

Dekorasi 

-

Sung a Meja Kecil - F ix 

: Non Konstruksi 

: Musrenbang 

: Musrenbang Kecamatan dan Keluraban 

: Musrenbang Kelurahan sampai dengan 50 orang 

koef. 1 koef. 2 koef. 3 Harga (Rp.) 

10,0000 buah 1,0000 N/A 1,0000 N/A 3.900,0000 

1,0000 rim 1,0000 N/A 1,0000 N/A 76.300,0000 

5,0000 buah 1,0000 N/A 1,0000 N/A 6.400,0000 

1,0000 botol 1,0000 N/A l,0000 N/ A 57 .300,0000 

1,0000 botol 1,0000 N/A 1,0000 N/A 57 .300,0000 

10,0000 orang 1,0000 N/A l,0000N/A 60.000,0000 

1,0000 N/ A 1,0000 orang/ kali 1,0000 N/A 60.000,0000 

4,0000 m2 1,0000 N/A 1,0000 N/A 86.000,0000 

250,0000 lembar 1,0000 N/A 1,0000 N/ A 4,000,000 

1,0000 N/A 1,0000 orang 1,0000 N/A 50.000,0000 

1,0000 Pot 1,0000 N/A 1,0000 N/A 100.000,0000 

Rumus Umum ASB 

Total (Rp.) 

- 39,000.00 

- 76,300.00 

- 3 2,000.00 

- 57,300.00 

- 57,300.00 

- 600,000.00 

- 60,000.00 

- 344,000.00 

- 100,000.00 

- 50,000.00 

- 100,000.00 

Rp "' 1,515,900.00 
I 

Y = 00.Vl + 0,00.V2 + 0,00.V1V2 + 110.000,00.DVl + 0,00.DV2 + 1.405.900,00 

1 
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